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Abstract
The high flow of globalization and the easiness of obtaining visas for foreign 
citizens can increase the income of a country engaged in tourism. This 
phenomenon does not always have a positive impact for the country of Indonesia 
because many foreigners were found residing in the territory of Indonesia 
without having a valid and legal immigration stay permit. Many of these foreign 
citizens were convicted legal cases in Indonesia, it is therefore necessary to study 
the legal consequences of the free judgment for the foreign citizens. This study 
was conducted to examine the legal basis for the imposition of free judgment 
against foreign citizens and the implementation of the Denpasar District Court 
Decision Number 748/Pid.Sus/2016/PN DPS on the free judgment against a 
foreign citizen. This study is an empirical juridical study that examines the legal 
consequences caused after the abolition of free judgment on foreigner (Case 
study of Denpasar District Court No. 748/ Pid.Sus / 2016 / PN DPS). Based 
on the result of this study, was found that according to Law Number 8 Year 
1981 regarding Criminal Procedure Law and law of the republic of Indonesia 
Number 6 Year 2011 on Immigration, foreigners who live in the territory of 
the Republic of Indonesia who do not have a valid and legal immigration stay 
permit can be given immigration administrative action in the form of detention. 
Whereas foreign citizens who are secured and still hold immigration stay 
permit until the completion of the judicial process and  given free judgment, 
the foreigners may remain in the territory of the Republic of Indonesia until 
the validity period of their stay permit expires. Meanwhile, for foreign citizens 
who have been subjected to free judgment and still hold immigration permit, the 
Public Prosecutor may request the Immigration Civil Service Investigator to 
perform the act of detention to those foreign citizens.
 
Keywords: Free Judgment, Detention, Immigration Stay Permit

Abstrak
T�ngg�nya arus global�sas� dan kemudahan memperoleh v�sa bag� warga negara 
as�ng dapat men�ngkatkan pendapatan suatu negara yang bergerak dalam b�dang 
kepar�w�sataan. Fenomena �n� t�dak selalu berdampak pos�t�f bag� negara Indones�a 
karena banyak d�temukan orang as�ng yang berada d� w�layah Indones�a t�dak 
mem�l�k� �z�n t�nggal ke�m�gras�an yang sah dan mas�h berlaku. Banyak  d�antara 
warga negara as�ng tersebut tersandung kasus hukum d� Negara Indones�a, 
seh�ngga perlu d�kaj� ak�bat hukum yang d�t�mbulkan atas Putusan Bebas bag� 
1  Kementer�an Hukum dan HAM RI, D�rektorat Jenderal Im�gras�, Denpasar Bal�, ema�l: tugegcandra@

gma�l.com
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warga negara as�ng tersebut. Penel�t�an �n� d�lakukan untuk mengkaj� dasar 
hukum penjatuhan putusan bebas terhadap warga negara as�ng dan pelaksanaan 
Putusan Pengad�lan Neger� Denpasar Nomor 748/P�d.Sus/2016/PN DPS atas 
putusan bebas terhadap seorang warganegara as�ng. Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�an yur�d�s emp�r�s yang mengkaj� ak�bat hukum yang d�t�mbulkan 
setelah d�jatuhkannya Putusan Bebas terhadap orang as�ng (Studi kasus terhadap 
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN DPS). Berdasarkan 
has�l penel�t�an �n� d�temukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara P�dana dan Undang-Undang Republ�k Indones�a 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ke�m�gras�an, orang as�ng yang t�nggal d� w�layah 
Negara Republ�k Indones�a yang t�dak mem�l�k� �z�n t�nggal ke�m�gras�an yang 
sah dan berlaku dapat d�lakukan T�ndakan Adm�n�strat�f Ke�m�gras�an berupa 
pendetens�an.  Sedangkan warga negara as�ng yang saat d�amankan dan h�ngga 
proses perad�lan selesa� mas�h mem�l�k� �z�n t�nggal ke�m�gras�an dan d�jatuh� 
putusan bebas, maka orang as�ng tersebut dapat tetap t�nggal d� w�layah Negara 
Republ�k Indones�a h�ngga masa berlaku �z�n t�nggalnya hab�s. Sementara bag� 
orang warga negara as�ng yang telah d�jatuh� putusan bebas dan mas�h mem�l�k� 
�z�n t�nggal ke�m�gras�an namun oleh Penuntut Umum d�lakukan upaya hukum 
kasas�, Penuntut Umum dapat mem�nta kepada Peny�d�k Pegawa� Neger� S�p�l 
Ke�m�gras�an untuk melakukan t�ndakan pendetens�an atas warga negara as�ng 
tersebut.

Kata kunc�: Putusan bebas, pendetensian, izin tinggal keimigrasian

I.  PENDAHULUAN
Kekuasaan kehak�man yang 

bebas dan merdeka (the independent 
of judiciary) merupakan salah satu 
akar berd�r�nya suatu negara hukum 
dan unsur berd�r�nya sebuah negara 
demokras�, d�mana kekuasaan 
kehak�man yang merdeka  bertugas 
menjad� pengawal konst�tus�.2 
Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a dalam Pasal 24 Ayat 
(1) d�sebutkan bahwa “kekuasaan 
kehak�man merupakan kekuasaan 
kehak�man yang merdeka untuk 
menyelenggarakan perad�lan guna 
menegakkan hukum dan kead�lan.”3 
2 A. Mukt� Arto, 2001, Konseps� Ideal Mahkamah 

Agung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 20
3  Fence M. Wantu, Kendala Hak�m dalam 

Menc�ptakan Kepast�an Hukum, Kead�lan 

Hal �n� d�pertegas kembal� dalam Pasal 
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehak�man, 
yang men�la� kekuasaan kehak�man 
sebaga� kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan 
perad�lan guna menegakkan hukum 
dan kead�lan berdasarkan Pancas�la, 
dem� terselenggaranya negara hukum 
Republ�k Indones�a. 

Kekuasaan kehak�man yang 
bebas dan merdeka berjalan sesua� 
dengan peraturan perundang-undangan 
menunjukkan bahwa kekuasaan 
kehak�man bebas dar� �ntervens� p�hak 
mana pun, ba�k secara kelembagaan 

dan Kemanfaatan d� Perad�lan Perdata, 
M�mbar Hukum, vol. 25, nomor 2, ed�s� 
Jun� 2013,https://journal.ugm.ac.�d/jmh/
art�cle/v�ew/16092/10638, d�akses tanggal 25 
Agustus 2017
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maupun dalam proses perad�lan 
h�ngga d�jatuhkannya putusan 
pengad�lan. Indones�a sebaga� negara 
hukum menaruh perhat�an besar pada 
proses perad�lan, yang mana perad�lan 
merupakan tempat untuk mencar� 
kead�lan bag� masyarakat Indones�a. 
Dalam menjatuhkan putusan akh�r 
(vonnis), seorang hak�m yang ba�k 
akan berpedoman pada n�la�-n�la� 
kebenaran, kead�lan dan kejujuran. 
K�tab Undang-Undang Hukum Acara 
P�dana dalam Pasal 1 but�r 11 memuat 
3 (t�ga) jen�s pernyataan hak�m yang 
d�kemukakannya d� depan s�dang 
pengad�lan yang merupakan �s� 
dar� putusan pengad�lan yang dapat 
berupa pem�danaan, putusan bebas 
dan putusan lepas dar� segala tuntutan 
hukum sesua� tatacara yang d�atur 
dalam KUHAP.

Sebelum seorang hak�m 
menjatuhkan von�s atas suatu perkara, 
hak�m akan melakukan pengkaj�an 
dengan penuh kecermatan dan kejel�an 
terhadap set�ap argumentas� hukum dar� 
penuntut umum dan penas�hat hukum 
terka�t kesalahan yang d�dakwakan 
kepada terdakwa d�serta� dengan 
pengecekan terhadap set�ap barang 
bukt� yang d�ajukan dalam s�dang 
pengad�lan. B�lamana dalam proses 
pengkaj�an tersebut, men�mbulkan 
ket�dakyak�nan maupun keragu-raguan 
hak�m, maka hak�m dapat menjatuhkan 
von�s putusan bebas kepada terdakwa4. 
Namun, apab�la seorang hak�m kel�ru 
4 Leden Marpaung, 1995, Putusan Bebas 

Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: S�nar 
Graf�ka, hlm. 50 

dalam menjatuhkan putusan bebas 
maka hak�m tersebut dapat d� m�ntakan 
pertanggungjawaban secara yur�d�s 
karena telah salah dalam menerapkan 
hukum.5 Hal �n� menunjukkan, 
argumentas� dan �nterpretas� hak�m 
terhadap suatu kasus akan sangat 
menentukan putusan akh�r yang 
d�keluarkan.

Interpretas� hak�m terhadap 
suatu kasus akan sangat mempengaruh� 
von�s yang d�jatuhkan, seh�ngga 
ser�ng kal� keobjekt�fan seorang 
hak�m menjad� perdebatan terutama 
dalam hal penjatuhan putusan bebas. 
Bag� prakt�s� hukum dan ahl� hukum, 
putusan bebas yang d�jatuhkan oleh 
hak�m akan mengundang polem�k, 
terutama yang berka�tan dengan 
penerapan hukumnya. Persoalan 
tersebut muncul karena adanya 
perbedaan pendapat, d� satu p�hak Jaksa 
Penuntut Umum telah menyatakan 
terdakwa bersalah sesua� dengan �s� 
dakwaannya, namun d� s�s� la�n hak�m 
menolak pendapat penuntut umum, 
dan menyatakan terdakwa tersebut 
bebas dar� dakwaan. Pada pr�ns�pnya 
perbedaan pandangan dan s�kap 
atas putusan bebas yang d�jatuhkan 
hak�m merupakan sesuatu yang wajar. 
D�mana dalam menegakkan kead�lan 
bukanlah sesuatu yang mudah, karena 
t�dak dapat memuaskan semua p�hak. 
Secermat apapun putusan tersebut, 

5  Darmoko Yut� W�tanto dan Arya Putra Negara 
Kutawar�ng�n, 2013, Diskresi Hakim Sebuah 
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif 
dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: 
Penerb�t Alfabeta, hlm. 198  
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bag� yang kalah atau d�hukum past� 
akan menganggap putusan tersebut 
t�dak ad�l.6 

Penjatuhan Putusan Bebas 
kepada terdakwa dapat terjad� b�lamana 
hak�m sebaga� corong undang-undang 
berpendapat perbuatan yang d�dakwa 
kepada terdakwa t�dak terbukt� secara 
sah dan meyak�nkan sebaga� suatu 
kesalahan7. Hal �n� dapat terjad� apab�la 
menurut Hak�m t�dak d�penuh�nya 
syarat m�n�mum alat bukt� atau t�dak 
ada alat bukt� la�n yang menguatkan 
alat bukt� utama. Mesk�pun telah 
d�penuh�nya syarat m�n�mum alat 
bukt�, namun hak�m t�dak meyak�n� 
akan kesalahan terdakwa maka atas 
dakwaan tersebut dapat pula d�jatuh� 
putusan bebas. Dalam menjatuhkan 
putusan bebas, hak�m juga akan 
berpedoman pada terpenuh�nya unsur-
unsur pertanggungjawaban p�dana, 
d�antaranya t�dak ada alasan pemaaf, 
kemampuan bertanggungjawab serta 
perbuatan yang berupa kelala�an 
ataupun sengaja. Terhadap putusan 
bebas tersebut, terdakwa yang berada 
d� sel tahanan akan d�lepaskan oleh 
jaksa setelah putusan pengad�lan 
d�bacakan.

Namun, berdasarkan ketentuan 
Pasal 191 Ayat (3) b�lamana terdapat 
alasan la�n yang sah, seorang terdakwa 
6 Sahlan Sa�d, 1995, Kemandirian Kekuasaan 

Kehakiman-Pengalaman Praktek Menuju 
Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan 
Kendalanya, Makalah dalam sem�nar 50 
Tahun Kemand�r�an Kekuasaan Kehakman 
d� Indones�a, Yogyakarta: Un�vers�tas Gajah 
Mada, hlm.2

7 Pasal 191 Ayat (1) K�tab Undang-Undang 
Hukum Acara P�dana

dapat tetap d�tahan mesk�pun sudah 
d�jatuh� putusan bebas oleh pengad�lan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
d�ura�kan tersebut, ber�kut rumusan 
masalah yang d�angkat dalam 
penel�t�an �n� sebaga� ber�kut: 
1. Baga�manakah dasar hukum 

penjatuhan putusan bebas 
terhadap warga negara as�ng?

2. Baga�manakah pelaksanaan 
Putusan Pengad�lan Neger� 
Denpasar Nomor 748/P�d.
Sus/2016/PN DPS atas putusan 
bebas terhadap seorang 
warganegara as�ng?
Or�s�nal�tas penel�t�an mengena� 

pelaksanaan Putusan Pengad�lan 
Neger� Denpasar Nomor 748/P�d.
Sus/2016/PN DPS d�lakukan dengan 
memband�ngkan beberapa penel�t�an 
la�n, d�antaranya:
1. “Putusan Hak�m dalam 

Penegakan Hukum d� Indones�a” 
yang d�tul�s oleh Josef M 
Monte�ro.8 Dalam penel�t�an 
tersebut d�paparkan bahwa 
Hak�m t�dak hanya sebaga� 
corong Undang-Undang 
namun juga sebaga� penemu 
hukum. Penel�t�an tersebut juga 
mempertegas kewenangan yang 
d�m�l�k� hak�m untuk memer�ksa 
dan memutus suatu perkara yang 
telah d�ajukan kepadanya. Dalam 
memutus suatu perkara, hak�m 

8 Josef M. Monte�ro, 2007, Putusan Hak�m 
dalam Penegakan Hukum d� Indones�a, Jurnal 
Hukum Pro Just�s�a, ed�s� Apr�l 2007, Volume 
25 Nomor 2,http://journal.unpar.ac.�d/�ndex.
php/projust�t�a/art�cle/v�ew-F�le/1132, d�akses 
tanggal 24 Agustus 2017
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berpedoman pada �lmu hukum, 
teor� hukum dan f�lsafat hukum 
agar terc�pta putusan-putusan 
yang berkual�tas. Penel�t�an 
tersebut berbeda dengan 
penel�t�an �n�, karena dalam 
penel�t�an �n� leb�h menekankan 
kepada ak�bat hukum putusan 
bebas bag� warganegara as�ng. 

2. “Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Ke�m�gras�an mengena� 
Tanggung Jawab Penjam�n atas 
Keberadaan dan Keg�atan Orang 
As�ng d� Bal�” yang d�tul�s oleh 
Ngurah Mas W�jaya Kusuma. 
Penel�t�an yang d�tul�s oleh 
Ngurah Mas W�jaya Kusuma 
berfokus pada tanggung jawab 
yang d�m�l�k� oleh Penjam�n yang 
berka�tan dengan keberadaan dan 
keg�atan yang d�lakukan oleh 
Warga Negara As�ng selama 
berada d� Bal� berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Ke�m�gras�an9. Terdapat 
perbedaan antara penel�t�an yang 
d�tul�s oleh Ngurah Mas W�jaya 
Kusuma dengan penel�t�an �n�, 
d�mana Penel�t�an Ngurah Mas 

9 W�jaya Kusuma, Ngurah Mas. 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG 
KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG 
JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN 
DAN KEGIATAN ORANG ASING DI 
BALI. Jurnal Magister Hukum Udayana 
(Udayana Master Law Journal), vol. 3 no. 3 
ed�s� September 2014. <https://ojs.unud.ac.�d/
�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/10950>. d�akses 
tanggal 24 Agustus 2017. do�:<https://do�.
org/10.24843/JMHU.2014.v03.�03.p12.

W�jaya Kusuma menekankan 
pada tanggungjawab Warga 
Negara Indones�a sebaga� 
penjam�n keberadaan dan 
keg�atan orang as�ng d� Bal�, 
sedangkan dalam penel�t�an �n� 
leb�h menekankan pada ak�bat 
hukum yang d�t�mbulkan setelah 
d�jatuhkannya putusan bebas 
bag� warga negara as�ng.
Adapun tujuan dar� penul�san 

jurnal �lm�ah �n� d�kategor�kan menjad� 
dua ya�tu tujuan umum dan tujuan 
khusus. Tujuan umum dalam penel�t�an 
�n� adalah untuk menganal�s�s mengena� 
putusan bebas yang d�jatuhkan oleh 
Hak�m terhadap warga negara as�ng 
yang berada d� w�layah Indones�a. 
Tujuan khusus dalam penel�t�an �n� 
untuk mengkaj� ak�bat hukum yang 
d�t�mbulkan setelah penjatuhan 
putusan bebas terhadap warga negara 
as�ng stud� kasus terhadap Putusan 
Pengad�lan Neger� Denpasar Nomor 
748/P�d.Sus/2016/PN DPS.

II. METODE PENELITIAN
Metode yang d�gunakan untuk 

melakukan penel�t�an �n� menggunakan 
pendekatan yur�d�s emp�r�s, yang mana 
penel�t�an �n� mengkaj� ak�bat hukum 
yang d�t�mbulkan setelah d�jatuhkannya 
putusan bebas terhadap warga negara 
as�ng yang melakukan t�ndakan p�dana. 
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 191 
Ayat (3) d�tegaskan bahwa “Dalam hal 
sebaga�mana d�maksud dalam Ayat 
(1) dan Ayat (2), terdakwa yang ada 
dalam status tahanan d�per�ntahkan 
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untuk d�bebaskan seket�ka �tu juga 
kecual� karena ada alasan la�n 
yang sah, terdakwa perlu d�tahan”.  
Ketentuan yang d� atur dalam Pasal 
191 Ayat (3) berlaku juga terhadap 
warga negara as�ng yang telah d�jatuh� 
putusan bebas oleh pengad�lan. 
Penel�t�an �n� bers�fat deskr�pt�f 
dengan menjabarkan mengena� ak�bat 
hukum yang d�t�mbulkan bag� warga 
negara as�ng yang telah d�jatuh� 
putusan bebas berdasarkan Putusan 
Pengad�lan Neger� Denpasar Nomor 
748/P�d.Sus/2016/PN DPS.

Penel�t�an �n� menggunakan 
data pr�mer dan data sekunder. Data 
pr�mer yang d�gunakan memuat has�l 
pengamatan yang d�lakukan secara 
langsung terhadap warga negara as�ng 
yang telah d�jatuh� putusan bebas 
oleh Pengad�lan Neger� Denpasar. 
Sedangkan data sekunder terd�r� 
dar� bahan hukum pr�mer dan bahan 
hukum sekunder, bahan hukum pr�mer 
yang d�gunakan berupa Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
K�tab Undang-Undang Hukum Acara 
P�dana dan Undang-Undang Republ�k 
Indones�a Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Ke�m�gras�an. Sedangkan bahan 
hukum sekunder yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� berupa l�teratur mengena� 
putusan bebas, proses pem�danaan dan 
t�ndakan pendetens�an yang d�lakukan 
oleh pejabat Im�gras�. 

Proses pengumpulan 
bahan hukum dalam penel�t�an 
�n� menggunakan tekn�k stud� 
kepustakaan. Berdasarkan tekn�k stud� 

kepustakaan, set�ap bahan hukum yang 
berka�tan dengan substans� penel�t�an 
d�kumpulkan dan d�catat yang kemud�an 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� dengan 
mencantumkan sumber rujukan yang 
jelas. Pencantuman bahan hukum 
yang jelas dapat mencegah terjad�nya 
plag�as�. Bahan hukum d�anal�s�s 
secara kual�tat�f, yakn� mengura�kan 
ak�bat hukum yang d�t�mbulkan setelah 
d�jatuhkannya putusan bebas terhadap 
warga negara as�ng berdasarkan 
Putusan Pengad�lan Neger� Denpasar 
Nomor 748/P�d.Sus/2016/PN DPS 
yang d�jabarkan dengan menggunakan 
metode deskr�pt�f anal�t�s. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar hukum penjatuhan 

putusan bebas terhadap warga 
negara asing.
Hak�m dalam s�dang pengad�lan 

dapat menjatuhkan von�s bebas 
kepada warga negara as�ng apab�la 
hak�m berpendapat bahwa kesalahan 
atau perbuatan yang d�lakukan oleh 
warga negara as�ng tersebut t�dak 
dapat d�bukt�kan secara sah dan 
meyak�nkan sebaga� suatu perbuatan 
p�dana10. Seorang terdakwa t�dak 
terbukt� bersalah selama s�dang 
pengad�lan dapat d�sebabkan karena 
t�dak terpenuh�nya m�n�mum alat 
bukt�. Sebaga� contoh dalam proses 
pers�dangan, dalam s�dang pengad�lan 
hanya d�temukan keterangan tersangka 
tanpa d�kuatkan oleh alat bukt� la�n, 

10 Ansor� Sabuan, dkk. 1990, Hukum Acara 
Pidana, Angkasa, Bandung, hlm. 198
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dan atau telah d�penuh�nya m�n�mum 
alat bukt� namun hak�m t�dak yak�n 
akan kesalahan terdakwa, maka atas 
tuntutan tersebut hak�m dapat pula 
menjatuhkan putusan bebas.

Putusan bebas yang d�jatuhkan 
oleh hak�m dalam pers�dangan t�dak 
dengan tegas menyatakan terdakwa 
t�dak bersalah, namun menunjukkan 
t�dak dapat d�bukt�kannya kesalahan 
terdakwa d� muka pers�dangan. 
Hal �n� berdasarkan ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal 183 KUHAP 
yang menyatakan “Hak�m t�dak 
boleh menjatuhkan p�dana kepada 
seorang kecual� apab�la sekurang-
kurangnya dua alat bukt� yang sah �a 
memperoleh keyak�nan bahwa suatu 
t�ndak p�dana benar-benar terjad� dan 
bahwa terdakwa lah yang bersalah 
melakukannya.” Indones�a menganut 
s�stem pembukt�an menurut Undang-
undang yang negat�f, d�sebut negat�f 
karena untuk membukt�kan suatu 
dakwaan d�perlukan m�n�mal alat bukt� 
yang sah berdasarkan undang-undang 
serta menurut keyak�nan hak�m. 
Seorang terdakwa yang berada dalam 
status penahanan, apab�la d�jatuhkan 
putusan bebas maupun putusan 
lepas dar� segala tuntutan hukum 
oleh Pengad�lan akan d�per�ntahkan 
untuk d�bebaskan seket�ka �tu juga, 
kecual� dalam alasan la�n yang sah 
seorang terdakwa tetap harus d�tahan. 
Pengaturan mengena� d�benarkannya 
alasan tersebut d�atur dalam Pasal 191 
Ayat (3) KUHAP ya�tu “Dalam hal 
sebaga�mana d�maksud dalam Ayat 

(1) dan Ayat (2), terdakwa yang ada 
dalam status tahanan d�per�ntahkan 
untuk d�bebaskan seket�ka �tu juga 
kecual� karena ada alasan la�n yang 
sah, terdakwa perlu d�tahan”. 

Pelaksanaan penahanan 
bag� seorang terdakwa yang telah 
d�putus bebas oleh pengad�lan dapat 
d�benarkan b�lamana d�landas� oleh 
dasar hukum yang jelas. Hal �n� harus 
berdasarkan pada ketentuan hukum 
yang bers�fat leb�h khusus terutama 
pada t�ndak p�dana khusus. Apab�la 
dalam ketentuan yang d�atur dalam 
t�ndak p�dana khusus terdapat hal-hal 
yang menjad�kan seorang terdakwa 
tetap harus d�tahan, maka terhadap 
penahanan tersebut peny�d�k waj�b 
melaporkan t�ndakan tersebut kepada 
Ketua Pengad�lan. Kewaj�ban untuk 
melaporkan t�ndakan penahanan 
tersebut kembal� d�pertegas dalam 
penjelasan Pasal 193 Ayat (3) KUHAP 
yang menyatakan “J�ka terdakwa tetap 
d�kenakan penahanan atas dasar alasan 
la�n yang sah, maka alasan tersebut 
secara jelas d�ber�tahukan kepada 
Ketua Pengad�lan Neger� sebaga� 
pengawas dan pengamat terhadap 
pelaksanaan putusan pengad�lan”.

B�la d�t�njau leb�h lanjut, 
dalam hal penjatuhan bebas terhadap 
terdakwa yang merupakan warga 
negara as�ng perlu d�perhat�kan pula 
�z�n t�nggal ke�m�gras�an yang d�m�l�k� 
oleh orang as�ng tersebut. Hal �n�lah 
yang dapat menjad� pert�mbangan 
bag� Pengad�lan setelah d�jatuhkannya 
putusan bebas. Orang as�ng yang sejak 
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awal d�amankan ba�k oleh Peny�d�k 
Pegawa� Neger� S�p�l Ke�m�gras�an 
maupun peny�d�k Polr� t�dak mem�l�k� 
�z�n t�nggal ke�m�gras�an dan mas�h 
berada d� w�layah negara Indones�a 
dapat d�tempatkan pada Ruang Detens� 
Im�gras� atau Rumah Detens� Im�gras� 
hal �n� sesua� dengan kewenangan 
yang d�m�l�k� oleh pejabat Im�gras� 
yang tertuang dalam ketentuan Pasal 
83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Ke�m�gras�an11. 

3.2 Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan Negeri Denpasar 
Nomor 748/Pid.Sus/2016/
PN DPS atas putusan bebas 
terhadap warga negara asing.
Berdasarkan Putusan Pengad�lan 

Neger� Denpasar Nomor 748/P�d.
Sus/2016/PN DPS pada tanggal 
17 Nopember 2016 menjatuhkan 
putusan bebas terhadap seorang warga 
negara as�ng berkebangsaan Ital�a 
yang d�dakwa oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Ke�m�gras�an Pasal 122 Huruf a 
yang berbuny�: “dengan sengaja 
menyalahgunakan atau melakukan 
keg�atan yang t�dak sesua� dengan 
maksud dan tujuan pember�annya 
�tu. Dalam amar putusan pengad�lan 
11 Imam Bahr�, Pengawasan Ke�m�gras�an 

Terhadap Orang As�ng Dalam Rangka 
Pendeportas�an D�t�njau Dar� Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ke�m�gras�an 
(Stud� D� Kantor Im�gras� Kelas I Polon�a 
Medan), USU LAW JOURNAL, vol. 1 no. 1,  
2013, https://jurnal.usu.ac.�d/�ndex.php/law/
art�cle/v�ew/3965, d�akses tanggal 23 Agustus 
2017

Nomor 748/P�d.Sus/2016/PN DPS 
d�putuskan beberapa hal sebaga� 
ber�kut:
1. Menyatakan terdakwa Carm�ne 

Sc�audone t�dak terbukt� secara 
sah dan meyak�nkan bersalah 
melakukan t�ndak p�dana dalam 
dakwaan t�ndak p�dana yang 
d�sampa�kan oleh ke dubes 
Republ�k Indones�a. Menyatakan 
terdakwa CARMINE 
SCIAUDONE t�dak terbukt� 
secara sah dan meyak�nkan 
bersalah melakukan t�ndak 
p�dana dalam dakwaan tunggal 
Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa 
CARMINE SCIAUDONE dar� 
dakwaan tersebut;

3. Memul�hkan hak-hak terdakwa 
dalam kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta martabatnya;

4. Memer�ntahkan agar terdakwa 
d� keluarkan dar� tahanan setelah 
putusan �n� d�ucapkan;

5. Menetapkan agar barang bukt� 
berupa:

 - 1 (satu) buah Paspor 
Kewarganegaraan Ital�a 
Nomor : YA3244795 
atas nama CARMINE 
SCIAUDONE yang 
d�terb�tkan tanggal 27 
Desember 2011 dan 
berlaku sampa� dengan 26 
Desember 2021;

 - 1 (satu) un�t telepon 
genggam merek sony;

  Dikembalikan kepada 
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terdakwa
 - 1 (satu) un�t alat Proyektor 

Merek Sony;
   Dikembalikan kepada 

saksi Francesco Baffa
 - 1 (satu) berkas Dokumen 

Man�fest Kapal Dragon 
130

 - 1 (satu) berkas Kontrak 
Kerja Kapal Dragon 130 
dengan Ibu Prameswar� 
G�ta Semaradan�, S.E., 
MSc.A.k.

  Dikembalikan kepada 
saksi Prameswari Gita 
Semaradani, S.E., MSc.
A.k.

 - 1(satu) buah dokumen 
foto keg�atan  Carm�ne 
Sc�audone pada saat 
d�amankan tanggal 22 Me� 
2016 dar� lokas� kejad�an 
Kapal Dragon 130;

 - 1 (satu) buah V�deo keg�atan 
Carm�ne Sc�audone pada 
saat d�amankan tanggal 
22 Me� 2016 dar� lokas� 
kejad�an Kapal Dragon 
130.

  Dikembalikan kepada 
saksi I Made Andi Kurnia, 
S.E.

 6. Membebankan b�aya perkara 
kepada Negara
Berdasarkan amar Putusan 

Pengad�lan Neger� Denpasar Nomor 
748/P�d.Sus/2016/PN DPS pada tanggal 
17 Nopember 2016 telah d�laksanakan 
sebag�an oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan 
Saudara Carm�ne Sc�audone dar� 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Kerobokan pada har� Kam�s, 17 
Nopember 2016 Pukul 23.00 WITA, 
sedangkan untuk barang bukt� yang 
la�n sepert� : 1 (satu) buah Paspor 
Kewarganegaraan Ital�a Nomor : 
YA3244795 atas nama CARMINE 
SCIAUDONE yang d�terb�tkan 
tanggal 27 Desember 2011 dan berlaku 
sampa� dengan 26 Desember 2021 
dan 1 (satu) un�t telepon genggam 
merek sony m�l�k Carm�ne Sc�audone 
belum d�kembal�kan kepadanya. 
Hal �n� merujuk amar putusan yang 
t�dak memer�ntahkan untuk segera 
mengembal�kan barang bukt� setelah 
s�dang selesa�. Hal �n� d�perkuat 
kembal� dengan ketentuan Pasal 194 
ayat (3) KUHAP yang menjelaskan 
bahwa “per�ntah penyerahan barang 
bukt� d�lakukan tanpa d�serta� suatu 
syarat apapun kecual� dalam hal 
putusan pengad�lan belum mempunya� 
kekuatan hukum tetap”. Putusan 
Pengad�lan Neger� Denpasar Nomor 
748/P�d.Sus/2016/PN DPS d�nyatakan 
belum mem�l�k� kekuatan hukum tetap, 
hal �n� d�karenakan Jaksa Penuntut 
Umum telah mengajukan upaya hukum 
kasas� sesua� Pasal 244, 245, 248 
dan 253 KUHAP sesua� dengan akta 
permohonan kasas� Penuntut Umum 
Nomor 748/Akta P�d.Sus/2016/PN 
Dps tanggal 18 Nopember 2016.

Mesk�pun saudara Carm�ne 
Sc�audone telah d�keluarkan oleh 
Penuntut Umum dar� Lembaga 
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Pemasyarakatan kelas II A Kerobokan, 
namun Carm�ne Sc�audone t�dak dapat 
secara serta merta terbebas dar� sanks� 
dan dapat t�nggal d� w�layah Negara 
Republ�k Indones�a. Dalam kasus �n�, 
saudara Carm�ne Sc�audone sejak 
d�amankan dar� Kapal Dragon 130 d� 
Dermaga T�mur Tempat Pemer�ksaan 
Im�gras� Benoa pada tanggal 22 Me� 
2017 sudah t�dak mem�l�k� �z�n t�nggal 
ke�m�gras�an yang sah (overstay) 
selama 104 har� dan mas�h berada d� 
w�layah Negara Republ�k Indones�a 
sampa� dengan saat �n�. Ketentuan 
Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Ke�m�gras�an menyebutkan 
bahwa “Pejabat Im�gras� berwenang 
menempatkan orang as�ng dalam 
Rumah Detens� Im�gras� atau Ruang 
Detens� Im�gras� j�ka orang as�ng 
tersebut berada d� W�layah Indones�a 
tanpa mem�l�k� �z�n t�nggal yang sah 
atau mem�l�k� �z�n t�nggal yang t�dak 
berlaku lag�”. 

Ketentuan mengena� pendeten-
s�an orang as�ng tersebut kembal� 
d�pertegas dalam ketentuan Pasal 208 
dan Pasal 209 Peraturan Pemer�ntah 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Ke�m�gras�an. D�laksanakannya 
Pendetens�an terhadap saudara 
Carm�ne Sc�audone t�dak melanggar 
amar putusan pengad�lan, meng�ngat 
dalam Pasal 191 Ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa “dalam hal 
sebaga�mana d�maksud dalam Ayat 

(1) dan Ayat (2), terdakwa yang ada 
dalam status tahanan d�per�ntahkan 
untuk d�bebaskan seket�ka �tu juga 
kecual� karena ada alasan la�n 
yang sah, terdakwa perlu d�tahan”. 
Terhadap saudara Carm�ne Sc�audone, 
d�benarkan untuk tetap d�laksanakan 
proses pendetens�an mesk�pun dalam 
amar Putusan Pengad�lan d�nyatakan 
d�bebaskan dar� tahanan. Terleb�h 
lag� belum adanya kekuatan hukum 
tetap atas putusan pengad�lan tersebut, 
meng�ngat jaksa penuntut umum telah 
mengajukan upaya hukum kasas�. 

Bag� warga negara as�ng yang 
berada d� w�layah Indones�a dan t�dak 
mem�l�k� �z�n t�nggal ke�m�gras�an 
yang sah dan berlaku dapat 
d�lakukan T�ndakan Adm�n�strat�f 
Ke�m�gras�an berupa pendetens�an 
berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Ke�m�gras�an. 
Berdasarkan alasan �n�lah, saudara 
Carm�ne Sc�audone dapat d�kenakan 
proses pendetens�an  yang merupakan 
kewenangan Peny�d�k Pegawa� Neger� 
S�p�l Ke�m�gras�an. Meng�ngat adanya 
batas waktu penempatan orang as�ng 
d� Ruang Detens� Im�gras�12, maka 
Saudara Carm�ne Sc�audone dapat d� 
t�t�pkan d� Rumah Detens� Im�gras� 
terh�tung sejak tanggal 21 November 
2016 sebaga�mana tercantum dalam 
Surat Plh. Kepala Kantor Im�gras� 
12 Warhan W�rasto, Pelaksanaan Pengawasan 

Warga Negara As�ng D� W�layah Kerja 
Kantor Im�gras� Kelas II Belawan berdasarkan 
UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Ke�m�gras�an, 
USU Law Journal, Vol.4.No.1 ed�s� Januar� 
2016, hlm. 168-185
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Nomor W20.EB-GR.03.02-0195 
Tanggal 21 Nopember 2016 per�hal 
serah ter�ma WNA a.n. Carm�ne 
Sc�audone yang d�tujukan kepada 
Kepala Rumah Detens� Im�gras� 
Denpasar dan Ber�ta Acara Serah 
Ter�ma Deten� Nomor : W20.3B-
GR.03.02-0196 tanggal 21 Nopember 
2016.

Hal berbeda akan terjad� apab�la 
seorang warga negara as�ng yang 
saat d�amankan dan h�ngga proses 
perad�lan selesa� mas�h mem�l�k� �z�n 
t�nggal ke�m�gras�an dan d�jatuh� 
putusan bebas, maka warga negara 
as�ng tersebut dapat tetap berada d� 
w�layah Negara Republ�k Indones�a 
h�ngga masa berlaku �z�n t�nggalnya 
hab�s. Sedangkan terhadap seorang 
warga negara yang telah d�jatuh� 
putusan bebas dan mas�h mem�l�k� 
�z�n t�nggal ke�m�gras�an namun oleh 
Penuntut Umum d�lakukan upaya 
hukum kasas�, maka berdasarkan 
hal tersebut Penuntut Umum dapat 
mem�nta kepada Peny�d�k Pegawa� 
Neger� S�p�l Ke�m�gras�an untuk 
melakukan t�ndakan pendetens�an atas 
warga negara as�ng tersebut.

IV. KESIMPULAN
1. Putusan Bebas dapat d�jatuhkan 

oleh Hak�m apab�la berdasarkan 
keyak�nan hak�m dakwaan yang 
d�tunjukkan kepada terdakwa 
t�dak terbukt� secara sah dan 
meyak�nkan berdasarkan undang-
undang sebaga� suatu perbuatan 
p�dana. Dalam hal d�jatuhkannya 

putusan bebas, terdakwa yang 
berada dalam status penahanan 
dapat d�lepaskan seket�ka �tu 
juga berdasarkan undang-undang 
sesua� dengan amar putusan 
yang d�keluarkan. Dalam hal 
seorang terdakwa setelah d�putus 
bebas namun tetap berada dalam 
masa tahanan karena suatu dasar 
alasan la�n yang sah, maka waj�b 
untuk melaporkan hal tersebut 
kepada Ketua Pengad�lan sebaga� 
pengawas pelaksanaan putusan 
pengad�lan. 

2. Berdasarkan kaj�an terhadap 
putusan Pengad�lan Neger� 
Denpasar Nomor 748/P�d.
Sus/2016/PN DPS pada tanggal 
17 Nopember 2016 terhadap 
terdakwa yang telah d�putus 
bebas d�lepaskan dar� tahanan 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II A Denpasar, namun meng�ngat 
terdakwa seorang warga negara 
as�ng yang sejak d�amankan 
oleh Peny�d�k Pegawa� Neger� 
Ke�m�gras�an t�dak mem�l�k� 
�z�n t�nggal ke�m�gras�an yang 
sah maka terhadap terdakwa 
berlaku ketentuan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Ke�m�gras�an. Terdakwa 
harus tetap berada d� ruang 
detens� �m�gras� ataupun Rumah 
Detens� Im�gras� sesua� dengan 
kewenangan yang d�m�l�k� oleh 
Pejabat Im�gras�.
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